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Abstract. The implementation of E-Government policies in personnel administration aims to improve the
efficiency and transparency of public services. This research analyzes the implementation of related policies,
obstacles faced, and solutions taken. The method used is descriptive qualitative with an inductive approach, where
data is obtained through observation, interviews, and documentation. The results show that although the
implementation of E-Government is going well, there are still obstacles, such as the lack of experts and adequate
infrastructure. Efforts made include recruitment of experts and updating technological infrastructure. In
conclusion, improving the implementation of E-Government needs to be done by paying attention to the existing
supporting factors.
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Abstrak. Implementasi kebijakan E-Government dalam administrasi kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan terkait, hambatan
yang dihadapi, serta solusi yang diambil. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan
induktif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun implementasi E-Government berjalan baik, masih terdapat kendala seperti kurangnya tenaga ahli
dan sarana prasarana yang memadai. Upaya yang dilakukan termasuk rekrutmen tenaga ahli dan pemutakhiran
infrastruktur teknologi. Kesimpulannya, peningkatan implementasi E-Government perlu terus dilakukan dengan
memperhatikan faktor-faktor pendukung yang ada.

Kata kunci: E-Government, Kebijakan, Administrasi Kepegawaian, Implementasi, Efisiensi

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan
signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu bentuk adaptasi pemerintah terhadap
perkembangan ini adalah penerapan E-Government, yang bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pelayanan pemerintahan. E-Government
memungkinkan integrasi teknologi dalam proses administrasi dan pelayanan publik, sehingga
diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Di Indonesia, berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mendorong penerapan E-
Government di seluruh tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Kebijakan ini di
antaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika, Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Kebijakan-kebijakan ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan E-
Government secara menyeluruh di setiap unit kerja.

Implementasi E-Government tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat berbagai
tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang
teknologi informasi, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu,
diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan kebijakan E-Government, khususnya di
lembaga-lembaga yang memiliki peran penting dalam administrasi kepegawaian.
Implementasi kebijakan E-Government dapat dianalisis menggunakan teori implementasi
kebijakan dari Charles O. Jones yang mencakup tiga dimensi utama: organisasi, interpretasi,
dan aplikasi. Teori ini menekankan pentingnya struktur organisasi, interpretasi kebijakan oleh
pelaksana, dan penerapan kebijakan dalam konteks operasional. Pemahaman yang mendalam
terhadap ketiga dimensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi
dan merumuskan solusi yang tepat.

E-Government yang telah diimplementasikan di berbagai instansi pemerintahan, masih
terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dan realitas di lapangan. Beberapa
masalah yang sering muncul antara lain adalah kurangnya tenaga ahli yang memiliki basis
keilmuan yang sesuai, serta sarana dan prasarana yang belum optimal. Selain itu, kurangnya
pemahaman dan resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan E-
Government. Mengatasi masalah tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam
implementasi kebijakan E-Government di salah satu lembaga kepegawaian, dengan fokus pada
identifikasi hambatan dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Pendekatan yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode induktif, di mana data dikumpulkan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi
E-Government.

Implementasi kebijakan e-government dalam administrasi kepegawaian merupakan
suatu langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. E-government, yang mengacu pada
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan publik, telah
menjadi fokus utama dalam reformasi administrasi pemerintahan di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi e-government sangat dipengaruhi
oleh berbagai faktor, termasuk faktor keberhasilan kritis yang perlu diidentifikasi dan dikelola

dengan baik.
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Salah satu penelitian yang relevan yang mengidentifikasi faktor-faktor sukses dalam
implementasi e-government, seperti dukungan dari manajemen puncak, pelatihan bagi
pegawai, serta infrastruktur teknologi yang memadai (Napitupulu, 2015). Penelitian ini
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-government tidak hanya bergantung pada
teknologi, tetapi juga pada aspek manusia dan organisasi. Selain itu, banyak pemerintah daerah
yang beradaptasi dengan menggunakan sistem informasi administrasi, yang menunjukkan
fleksibilitas dan responsivitas dalam implementasi kebijakan (Rifani, 2022). Lebih lanjut,
menekankan bahwa kebijakan publik, termasuk e-government, harus memiliki dasar yang jelas
dan terukur untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Sauri, 2023). Hal ini sejalan dengan
pandangan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan harus
melibatkan komunikasi yang efektif, sumber daya yang cukup, serta disposisi dari pelaksana
kebijakan (Nurmalita, 2022).

Selain itu, faktor lingkungan politik dan sosial juga berperan penting dalam
implementasi kebijakan e-government. mencatat bahwa interaksi antara berbagai aktor,
termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dapat mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan (Rahman, 2021). Dalam hal ini, kolaborasi antara berbagai pihak
menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi e-government
yang efektif. Aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik sangat penting
untuk mencapai hasil yang diinginkan (Wulansari & Prabawati, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan E-Government
diimplementasikan dalam administrasi kepegawaian, mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan
tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas
mengenai kondisi aktual penerapan E-Government dan langkah-langkah yang perlu dilakukan

untuk mencapai birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

2. KAJIAN TEORITIS
E-Government

E-Government merupakan konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. E-Government bertujuan untuk
mengatasi ketidakefisienan yang sering terjadi dalam sistem pemerintahan tradisional yang
berbasis kertas, serta untuk memperbaiki interaksi antara pemerintah dan masyarakat
(Fachrizal et al., 2023; Fahlevy et al., 2023; Septiani et al., 2022).



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Definisi E-Government dapat bervariasi, namun secara umum, mencakup penggunaan
TIK untuk memberikan layanan pemerintah yang lebih baik kepada warga, bisnis, dan
karyawan. Menurut World Bank, E-Government adalah penggunaan TIK untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah (Slamet,2013; Syuaib, 2023).
Dalam konteks Indonesia, E-Government diatur oleh Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003,
yang mengharuskan pemerintah untuk memanfaatkan TIK dalam pengembangan pelayanan
publik (Purba et al., 2022; Farida, 2020).

Implementasi E-Government diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang
lebih responsif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini termasuk dalam upaya untuk
membangun good governance, di mana prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat
menjadi sangat penting (Alfayn, 2022; Irawan & Hidayat, 2021). Dengan E-Government,
diharapkan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, serta dapat diakses
oleh masyarakat di berbagai lapisan, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil
(Atmajaya & Wirata, 2021). Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan E-Government
antara lain adalah infrastruktur teknologi yang memadai, kesiapan sumber daya manusia, dan
dukungan dari kebijakan pemerintah (Musfikar, 2018; Pamungkas et al., 2020). Selain itu,
faktor kepercayaan masyarakat terhadap sistem E-Government juga menjadi kunci dalam
adopsi dan penggunaan layanan ini (Sudarsono & Lestari, 2018; Ahmad et al., 2022).

Secara keseluruhan, E-Government merupakan langkah penting dalam modernisasi
pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan memanfaatkan TIK, diharapkan pemerintah dapat
memberikan layanan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat, serta
mendorong partisipasi aktif dari warga dalam proses pemerintahan (Pratama & Hendini, 2019;
Pratiwi, 2020).

Administrasi Kepegawaian

Administrasi kepegawaian merupakan suatu sistem yang mencakup berbagai kegiatan
pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, baik itu di sektor publik maupun
swasta. Dalam konteks ini, administrasi kepegawaian tidak hanya berfokus pada pengelolaan
data pegawai, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pegawai. Hal ini mencakup
pengelolaan informasi pegawai, pengolahan data, serta prosedur yang berkaitan dengan sumber
daya manusia (Maksin, 2023; Rimayanda, 2022; Lestari & Susanti, 2021).

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) menjadi salah satu alat penting

dalam administrasi kepegawaian (Karina et al., 2022; Hermawan et al., 2023). Dengan adanya
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sistem ini, organisasi dapat melakukan pengolahan data secara lebih cepat dan akurat, yang
pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian (Maknuni.,
2022; FAKHRUDDIN, 2023).

Selain itu, kompetensi tenaga administrasi juga menjadi faktor kunci dalam efektivitas
administrasi kepegawaian (Carolina & Rusdinal, 2023; Nuraini et al., 2023). Mengoptimalkan
kinerja pegawai dan meningkatkan kepuasan kerja, yang merupakan indikator penting dalam
keberhasilan administrasi kepegawaian (Anggreani, 2023).

Dalam praktiknya, administrasi kepegawaian juga harus mampu beradaptasi dengan
perkembangan teknologi (Pamungkas, 2024; Wegie, 2023). Dengan demikian, administrasi
kepegawaian yang baik akan mencakup pengelolaan yang sistematis, penggunaan teknologi
informasi yang tepat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang
berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk
memahami secara mendalam implementasi kebijakan E-Government dalam administrasi
kepegawaian. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan
menganalisis data secara mendalam, dengan fokus pada pemahaman konteks dan dinamika

yang terjadi di lapangan.

Teknik Pengambilan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan secara langsung dengan berbagai
informan kunci yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan E-
Government. Informan dipilih secara purposive sampling, dengan pertimbangan
memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.
Wawancara bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang persepsi,
pengalaman, dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi.

b. Observasi: Observasi dilakukan untuk mengamati langsung bagaimana kebijakan E-
Government diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di lembaga kepegawaian.
Observasi ini mencakup pengamatan terhadap penggunaan teknologi, interaksi antara

pegawali, serta kendala yang mungkin muncul dalam operasional sehari-hari.
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c. Dokumentasi: Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari
wawancara dan observasi. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan, kebijakan,
laporan, serta dokumen lain yang terkait dengan implementasi E-Government.
Dokumen-dokumen ini memberikan informasi tambahan mengenai latar belakang,

proses, dan hasil implementasi kebijakan.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori:

a. Data Primer: Data primer diperoleh langsung dari wawancara dan observasi di
lapangan. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala dinas, pegawai yang terlibat
langsung dalam implementasi E-Government, serta staf teknis yang bertanggung jawab
atas operasional sistem elektronik.

b. Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan, dan
publikasi terkait implementasi E-Government. Data sekunder ini digunakan untuk

memperkuat dan memperjelas temuan yang diperoleh dari data primer.

Analisi Data
Analisis data dilakukan secara bertahap sesuai dengan metode analisis data kualitatif.
Langkah-langkah dalam analisis data meliputi:

a. Reduksi Data: Data yang telah dikumpulkan direduksi atau disaring untuk memilih
informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Reduksi data bertujuan untuk
mengorganisir data agar lebih mudah dianalisis.

b. Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau
diagram untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data membantu peneliti untuk
melihat pola dan hubungan antara berbagai aspek yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan: Setelah data dianalisis, peneliti menarik kesimpulan
berdasarkan temuan yang ada. Kesimpulan ini mencakup pemahaman mengenai
bagaimana kebijakan E-Government diimplementasikan, faktor-faktor penghambat
yang dihadapi, serta solusi yang telah atau dapat diambil untuk mengatasi hambatan
tersebut.

Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas data, dengan membandingkan
informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Dengan

demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan
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komprehensif mengenai implementasi kebijakan E-Government dalam administrasi

kepegawaian.

4, HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait implementasi kebijakan
E-Government dalam administrasi kepegawaian. Hasil utama yang diperoleh adalah sebagai
berikut:

a. Tingkat Implementasi E-Government: Implementasi kebijakan E-Government di
lembaga kepegawaian telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Sebagian
besar aplikasi dan sistem yang dikembangkan telah digunakan dalam proses
administrasi, tetapi integrasi antar-sistem masih belum sempurna.

b. Sumber Daya Manusia (SDM): Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan
jumlah SDM yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi merupakan salah
satu hambatan utama. Dari total pegawai, hanya sebagian kecil yang memiliki latar
belakang pendidikan yang sesuai untuk mendukung implementasi E-Government.

c. Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana yang tersedia di lembaga kepegawaian
cukup memadai, namun masih memerlukan pemutakhiran untuk mendukung
implementasi E-Government secara penuh. Beberapa peralatan teknologi dan
infrastruktur jaringan masih menggunakan versi yang sudah usang.

d. Kendala Teknis: Kendala teknis yang dihadapi termasuk seringnya terjadi gangguan
server dan kurangnya dukungan teknis yang memadai. Hal ini mengakibatkan
terganggunya layanan berbasis elektronik yang diberikan kepada pegawai dan
masyarakat.

Tabel berikut menyajikan data terkait tingkat implementasi dan jumlah SDM yang
mendukung:

Tabel 1. Tingkat Implementasi E-Government dan Jumlah SDM yang Mendukung

Aspek Persentase Implementasi Jumlah SDM Ahli
P (%) (Orang)
Sistem Absensi Elektronik 85% 10
Sistem I?engelolaan Data 78% 7
Pegawali
Sistem Evaluasi Kinerja 65% 5

Sistem Mutasi dan Promosi 60% 3
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Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelitian, menafsirkan temuan-temuan yang telah diidentifikasi, serta mengintegrasikan
temuan-temuan tersebut ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Temuan utama dari penelitian
ini menunjukkan bahwa implementasi E-Government di lembaga kepegawaian sudah berjalan,
namun belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang memiliki
keahlian teknologi informasi dan keterbatasan sarana prasarana yang sudah usang. Masalah ini
perlu segera diatasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi E-Government sangat
bergantung pada kesiapan SDM dan ketersediaan infrastruktur teknologi. Keterbatasan di
kedua aspek ini menyebabkan lambatnya proses integrasi sistem dan berkurangnya efektivitas
layanan. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan server juga menghambat kelancaran
pelayanan, yang dapat menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem.

Salah satu tantangan utama dalam mengoptimalkan layanan e-government adalah
kurangnya integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam operasi pemerintah
(Sa'adah, 2020). Demikian pula, kurangnya infrastruktur TIK yang kuat telah diidentifikasi
sebagai penghalang implementasi e-government yang efektif (Gusman & Nurmalina, 2023;
Winarni, 2023). Selain itu, kesenjangan kesiapan teknologi di berbagai daerah memperburuk
tantangan ini, yang menyebabkan pemberian layanan yang tidak konsisten di berbagai tingkat
pemerintahan (Widiyanti, 2023; Eko et al., 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam proses e-government
dapat meningkatkan pemberian layanan dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah
(Rahman, 2023; Supratiwi et al., 2019). Namun, banyak platform e-government yang gagal
memfasilitasi interaksi (Prikhno et al., 2021; Wijaya, 2023).

Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah juga merupakan faktor
penting yang memengaruhi keberhasilan inisiatif e-government (Sulanjari, 2020; Yulianto &
Suripto, 2018). Selain itu, kurangnya kerangka kerja strategis yang jelas untuk implementasi
e-government sering kali mengakibatkan upaya yang terfragmentasi yang tidak selaras dengan
tujuan tata kelola pemerintahan yang lebih luas (Utama, 2020; Aminah & Saksono, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones,
yang menekankan pentingnya kesiapan organisasi, interpretasi kebijakan oleh pelaksana, dan
penerapan kebijakan dalam konteks operasional. Dalam konteks E-Government, kesiapan
SDM dan infrastruktur merupakan aspek organisasi yang sangat penting. Penelitian ini juga

menegaskan bahwa integrasi antar-sistem dalam E-Government memerlukan dukungan teknis
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yang kuat dan komitmen dari pimpinan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara
berkala.

Berdasarkan temuan ini, dapat disarankan bahwa teori implementasi kebijakan perlu
menekankan lebih banyak pada pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM di bidang
teknologi informasi sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi E-Government. Selain itu,
perlu ditambahkan bahwa kebijakan E-Government memerlukan pendekatan yang lebih
holistik, yang tidak hanya berfokus pada teknologi tetapi juga pada aspek manajemen
perubahan dan peningkatan kompetensi SDM.

Implementasi E-Government dalam administrasi kepegawaian memiliki potensi untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, namun keberhasilannya sangat tergantung
pada kesiapan organisasi, khususnya dalam hal SDM dan infrastruktur teknologi. Dengan
demikian, peningkatan kompetensi SDM dan pemutakhiran sarana prasarana menjadi langkah
strategis yang harus dilakukan untuk mempercepat dan mengoptimalkan implementasi E-

Government di masa depan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi E-Government dalam administrasi kepegawaian telah berjalan namun
belum optimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia
(SDM) yang ahli di bidang teknologi informasi dan sarana prasarana yang belum memadai.
Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan agar lembaga kepegawaian segera melakukan
rekrutmen tenaga ahli, pemutakhiran infrastruktur, serta pelatihan intensif bagi pegawai. Saran
ini ditujukan kepada manajemen lembaga kepegawaian untuk memperkuat kesiapan internal
dan memastikan kelancaran operasional E-Government, yang pada akhirnya akan

meningkatkan kualitas pelayanan publik.
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